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ABSTRAK

Penunjukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) adalah upaya
pemerintah dalam memenuhi kebutuhan layanan pendaftaran dan peralihan hak atas tanah di
daerah yang masih kekurangan PPAT. Kendati demikian, praktik ini menimbulkan berbagai
permasalahan, seperti ketidakcakapan Camat dalam membuat Akta PPATS, kurangnya
pembekalan hingga benturan hukum antara Camat sebagai PPATS dan Pegawai Negeri Sipil
(PNS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan dan tantangan dalam
penunjukam Camat selaku PPATS dan implikasinya bagi kepastian hukum dalam akta yang
dikeluarkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis
putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penunjukan Camat selaku PPATS
memiliki kelemahan, antara lain kurangnya kompetensi khusus di bidang kenotariatan,
potensi konflik kepentingan, serta risiko akan terjadinya kesalahan dalam pembuatan akta.
Selain itu, tidak adanya pembekalan dan pelatihan yang cukup dari Badan Pertanahan
Nasional dan tidak adanya wadah organisasi Camat menjadikan Camat selaku PPATS rentan
membuat kesalahan dalam melakukan perbuatan hukum terkait dengan pertanahan.
Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa perlu adanya evaluasi kebijakan penunjukan
Camat sebagai PPAT Sementara dan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan

pertanahan di berbagai daerah di Indonesia.

Kata Kunci: PPAT, PPAT Sementara, Camat, Pegawai Negeri Sipil
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ABSTRACT

The appointment of Camat as Temporary Land Deed Officials (PPATS) is an effort by the
government to fulfil the needs of registration services and transfer of land rights in areas
that still lack PPATs. However, this practice raises various problems, such as the Camat's
incompetence in making PPATS Deeds, lack of briefing and legal conflicts between the
Camat as PPATS and Civil Servants (PNS). This study aims to analyse the weaknesses and
challenges in the appointment of the Camat as PPATS and its implications for legal certainty
in the deeds he issues. The research method used is literature study and analysis of court
decisions. The results show that the appointment of the Camat as PPATS has weaknesses,
including the lack of special competence in the field of notary public, potential conflicts of
interest, and the risk of errors in making deeds. In addition, the absence of adequate briefing
and training from the National Land Agency and the absence of a Camat organisation make
the Camat as PPATS vulnerable to making mistakes in carrying out legal actions related to
land. This research provides recommendations that there is a need to evaluate the policy of
appointing the Camat as a Temporary PPAT and efforts to improve the quality of land

services in various regions in Indonesia.

Ket Words: PPAT, Temporary PPAT, Sub-district Head, Civil Servant.
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